
 

 BUPATI PONOROGO  

PROVINSI JAWA TIMUR 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR   15   TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

RETRIBUSI JASA USAHA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PONOROGO, 

 
Menimbang : a. bahwa   dengan   berlakunya  Undang-Undang  Nomor  28  

Tahun  2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi 

Daerah perlu disesuaikan;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Jasa Usaha; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12  Tahun  1950  tentang  

Pembentukan  Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

  2. Undang-undang  Nomor  8  Tahun  1981   tentang  Hukum 

Acara Pidana  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 9) ; 

  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia 
Nomor 4287); 

  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 5073); 

  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
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59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844) ; 

  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

  7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 132, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4444); 

  8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 2009 nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966); 

  9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 

dan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5015); 

  10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 

96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); 

  11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038); 

  12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 

  13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

  15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 

  17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

  18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 
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  19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

5161); 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam  Negeri Nomor 21 Tahun  2011 ; 

  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

  22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 53/M-DAG/PER/ 
12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; 

  23. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/ 
OT.140/1/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan 

Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting 
Plant); 

  24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 
tentang Terminal Transportasi Jalan; 

  25. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo 
Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo (Lembaran 
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo Tahun 1988 
Nomor 4, Seri C);  

  26. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan 

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 

2008 Nomor 9); 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 

Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo 
Tahun 2008 Nomor 10); 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

dan 

BUPATI PONOROGO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA. 
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  BAB I 
KETENTUAN UMUM 

   
Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
  

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 

  
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 
  

3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 

  
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang 

Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku. 
  

5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah 

pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau 
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan 

orang pribadi atau Badan. 
  

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 
yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan 

Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 
termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

  
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha 

dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau 
kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang 

pribadi atau Badan. 
  

8. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah 

Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial 
karena pada dasarnya dapat pula disediakan sektor swasta. 

  
9. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah 
Kabupaten dengan menganut prinsip-prinsip komersial yang 

dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 
  

10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, 

termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa usaha. 
  

11. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang 
merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dari Pemerintah Kabupaten. 
  

12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan kabupaten yang 

berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai kabupaten, baik 
yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-

bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang 
dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk 
hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat 

berharga lainnya. 
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13. Retribusi Pemakaian Kekayaan Milik Daerah,  yang 

selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas 

pelayanan, pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan atas 
kekayaan milik Daerah. 

  
14. Ijin Khusus adalah surat ijin yang diberikan kepada 

orang/badan/ perusahaan angkutan barang yang akan 

melalui jalan-jalan tertentu yang dilarang dilalui untuk truck 
kelas II, tronton, gandengan, dan tempelan. 

  
15. Terminal adalah prasarana transportasi jalan, yang meliputi 

terminal angkutan penumpang dan terminal angkutan 
barang untuk keperluan memuat dan menurunkan orang 

dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan 
pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah 

satu wujud simpul jaringan transportasi. 
  

16. Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan 
untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, 

perpindahan intra dan/atau antar modal transportasi serta 
mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan 

umum. 
  

17. Terminal Barang adalah prasarana jalan untuk keperluan 

membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra 
dan/atau antar modal transportasi. 

  
18. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari 

satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan 
kendaraan. 

  
19. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, 

yang terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak 

bermotor. 
  

20. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang 
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain 

kendaraan yang berjalan diatas rel. 
  

21. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang 

digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan 
dipungut biaya. 

  
22. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan 

orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) 
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak 

lebih dari 3.500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram). 
  

23. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang 

memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, 
termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 

kg (tiga ribu lima ratus kilogram). 
  

24. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari 
yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan 

mobil bus. 
  

25. Parkir adalah keadaan yang tidak bergerak suatu kendaraan 

yang tidak bersifat sementara. 
  

26. Jalur Pemberangkatan Kendaraan Umum adalah pelataran 

di terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan 
umum untuk menaikkan penumpang. 
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27. Jalur Kedatangan Kendaraan Umum adalah pelataran di 

terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum 

untuk menurunkan penumpang. 
  

28. Tempat Tunggu Kendaraan Umum adalah pelataran di dalam 

terminal penumpang yang disediakan bagi kendaraan umum 
untuk menunggu dan siap menuju jalur pemberangkatan. 

  
29. Tempat Istirahat Kendaraan adalah pelataran di dalam 

terminal yang disediakan bagi mobil bus dan mobil barang 
untuk beristirahat sementara dan membersihkan kendaraan 

sebelum melakukan perjalanan. 
  

30. Tempat Bongkar Muat adalah pelataran di dalam terminal 

yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar 
dan/atau memuat barang. 

  
31. Tempat Tunggu Penumpang adalah bangunan berupa ruang 

tunggu di dalam terminal penumpang yang disediakan bagi 
penumpang yang akan melakukan perjalanan. 

  
32. Gudang atau Lapangan Penumpukan Barang adalah 

bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang 

yang disediakan bagi penumpang yang akan melakukan 
perjalanan. 

  
33. Retribusi Terminal Penumpang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten 
sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal penumpang. 

  
34. Retribusi Terminal Barang selanjutnya disebut Retribusi 

adalah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten 

sebagai imbalan atas jasa pemakaian terminal barang. 
  

35. Landasan adalah pelataran di dalam terminal penumpang 

yang disediakan bagi kendaraan umum untuk menaikkan 
dan menurunkan penumpang. 

  
36. Lingkungan Terminal adalah prasarana transportasi jalan 

untuk keperluan menaikkan penumpang, perpindahan 
intra/antar moda transportasi serta mengatur kedatangan 

dan pemberangkatan kendaraan umum. 
  

37. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari suatu tempat ke 

tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak 
termasuk trayek kota yang berada pada wilayah Ibukota 
Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum atau 

mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek. 
  

38. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke 

tempat lain dalam kawasan perkotaan yang terkait dalam 
trayek. 

  
39. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas 

pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum maupun 
sesudah dipotong, pemeriksaan reproduksi dan pemakaian 

tempat pemotongan hewan yang dimiliki oleh Pemerintahan 
Kabupaten atau swasta. 

  
40. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan yang didesain 

tertentu digunakan sebagai tempat memotong hewan selain 

unggas bagi konsumsi masyarakat luas. 
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41. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan pemotongan 

hewan yang dilakukan oleh perorangan dan atau badan 

hukum yang melaksanakan pemotongan hewan selain 
unggas di rumah pemotongan hewan milik Pemerintah 

Kabupaten atau swasta. 
  

42. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pemungutan 

yang dikenakan terhadap orang pribadi, kelompok orang 
atau badan dan atau kendaraan serta perlengkapan wisata 
yang dibawa masuk ke tempat rekreasi dan/atau Olahraga. 

  
43. Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah tempat tertentu yang 

digunakan sebagai wisata /rekreasi dan/atau Olahraga bagi 

masyarakat umum. 
  

44. Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah adalah 

pungutan yang dikenakan terhadap orang pribadi dan atau 
badan yang membeli hasil produksi usaha daerah. 

  
45. Hasil produksi usaha daerah adalah benih/bibit dan Pohon 

yang dihasilkan dari kegiatan pertanian, perkebunan, 
peternakan, perikanan dan kehutanan.yang dikelola oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah 
Kabupaten Ponorogo termasuk di dalamnya pohon ayoman 

jalan. 
  

46. Tempat Khusus Parkir, adalah tempat yang secara khusus 
disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten 

yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir 
dan gedung parkir. 

  
47. Pertokoan adalah penyediaan fasilitas untuk usaha yang 

disediakan oleh Pemerintah Kabupaten berupa bangunan 

dan/atau tanah. 
  

48. Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah fasilitas penyedia 
jasa  penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait 

lainnya dengan dipungut bayaran yang disediakan/ 
dimiliki/dikelola Pemerintah Kabupaten. 

  
49. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi 

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui 
tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

  
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 

besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. 
  

51. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan 
retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada 

retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 
  

52. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat 

STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi 
dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau 

denda. 
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53. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 

dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk 
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah. 
  

54. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 

mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah 

yang terjadi serta menemukan tersangkanya. 
   

 
BAB  II 

RETRIBUSI JASA USAHA 

 
Pasal  2 

  

  (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam peraturan 
daerah ini adalah: 

a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; 

b. Retribusi Terminal; 

c. Retribusi Rumah Potong Hewan; 

d. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;  

e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;  

f. Retribusi Tempat Khusus Parkir;  

g. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan; dan 

h. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 
  

(2) Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. 

 
 

  BAB  III 
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH 

   
Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

   
Pasal  3 

  Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah. 

   
Pasal  4 

  (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah 

pemakaian kekayaan Daerah. 
  

(2) Dikecualikan dari pengertian pemakaian Kekayaan Daerah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan 
tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. 
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  Pasal  5 

  Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 

pribadi atau badan yang menggunakan kekayaan daerah. 
   

Pasal  6 

  Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-
undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

pemakaian kekayaan daerah. 
   

Bagian Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  

Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 
   

Pasal  7 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas, jenis, lokasi 
dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah. 

   
Pasal  8 

  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 
tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

  
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 

Pemakaian Kekayaan Daerah tersebut dilakukan secara 
efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

 
  Bagian Ketiga 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  9 

  Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan 
Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 

Peraturan Daerah ini. 
   

 

BAB IV 
RETRIBUSI TERMINAL 

   
Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
   

Pasal  10 

  Dengan nama Retribusi Terminal, dipungut Retribusi sebagai 
pembayaran atas pelayanan/pemanfaatan dan/atau 

penggunaan fasilitas terminal penumpang dan terminal 
angkutan barang. 
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  Pasal  11 

  (1) Obyek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan 

tempat parkir untuk kendaraan penumpang, bus umum dan 
kendaraan angkutan barang, tempat kegiatan usaha, dan 

fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 

  
(2) Obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

meliputi: 

a. penggunaan tempat menurunkan/menaikkan 

penumpang; 

b. penggunaan tempat menurunkan/menaikkan barang 

dari kendaraan ke gudang/toko atau sebaliknya; dan 

c. penggunaan tempat dan/atau jasa usaha di lingkungan 

terminal. 
  

(3) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

   
Pasal  12 

  Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 
menggunakan fasilitas terminal.  

   

Pasal  13 

  Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang 

menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan 
untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut 

atau pemotong retribusi terminal. 
 
  Bagian  Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran 
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  14 

  Tingkat penggunaan jasa retribusi terminal diukur berdasarkan 
jenis kendaraan, frekuensi penggunaan fasilitas, luas tempat 
dan jangka waktu. 

   
Pasal  15 

  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 
tarif Retribusi Terminal dimaksudkan untuk memperoleh 

keuntungan yang layak. 
  

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 

terminal tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi 
pada harga pasar. 

   
Bagian Ketiga  

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
   

Pasal  16 

  Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal ditetapkan 
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sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah 
ini. 

  BAB  V 
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

   
Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
   

Pasal  17 

  Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan, dipungut 
retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan 

fasilitas Rumah Potong Hewan.  
   

Pasal  18 

  (1) Obyek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan 
penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak 

termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum 
dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola Pemerintah Kabupaten. 
  

(2) Dikecualikan dari Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah 
pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, 
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 

BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
   

Pasal  19 

  Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan fasilitas rumah potong hewan milik Pemerintah 
Kabupaten. 

 

  Pasal  20 

  Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau 

Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi 
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk 

pemungut atau pemotong retribusi rumah potong hewan. 
   

Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  21 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, 
jenis dan jumlah ternak yang akan dipotong. 

   

Pasal  22 

  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 

tarif retribusi rumah potong hewan dimaksudkan untuk 
memperoleh keuntungan yang layak. 

  
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
rumah potong hewan tersebut dilakukan secara efisien dan 

berorientasi pada harga pasar. 
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  Bagian Ketiga 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  23 

  Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. 

   
 

BAB  VI 

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 
 

Bagian Kesatu 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

  

   
Pasal  24 

  Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga,  

dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan/ 
penyediaan tempat rekreasi/ pemanfaatan jasa usaha pariwisata 

dan  tempat Olahraga. 
 

  Pasal  25 

  (1) Obyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah 
pelayanan tempat rekreasi/pariwisata dan tempat Olahraga 

yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah 
Kabupaten berupa fasilitas yang berada di lokasi: 

a. Bendungan atau Waduk; 

b. Taman Rekreasi;  

c. Wana Wisata; 

d. Air Terjun; 

e. Tempat Olahraga; dan 

f. Kolam Renang. 
  

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi adalah pelayanan tempat 

rekreasi/pariwisata dan tempat Olahraga yang disediakan, 
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah 

Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 
   

Pasal  26 

  (1) Subyek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah 
orang pribadi atau badan yang menggunakan atau 

menikmati pelayanan penyediaan fasilitas di tempat 
rekreasi/jasa pariwisata. 

  
(2) Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perudang-
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 

pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong 
retribusi tempat rekreasi dan Olahraga. 
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  Bagian Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  

Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 
   

Pasal  27 

  Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan lokasi dan 

frekuensi pemanfaatan tempat rekreasi/jasa pariwisata dan 
tempat Olahraga. 

   

Pasal  28 

  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 

tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dimaksudkan 
untuk memperoleh keuntungan yang layak. 

  
(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
tempat rekreasi dan Olahraga tersebut dilakukan secara 

efisien dan berorientasi pada harga pasar. 
   

Bagian Ketiga 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal   29 

  (1) Struktur dan besarnya tarif  berdasarkan daya tarik Wisata. 

  
(2) Struktur dan Besarnya Tarif ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.   

  
(3) Untuk rombongan tertentu (diatas 20 orang) diberikan 

potongan/ keringanan retribusi sebesar 10%. 

   
BAB  VII 

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

   
Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
   

Pasal  30 

  Dengan nama Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah, 
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil 

produksi usaha daerah.  
   

Pasal  31 

  Obyek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Kabupaten dari 
kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, 
perikanan dan kehutanan. 

   
Pasal  32 

  Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang membeli 
hasil produksi usaha Daerah. 
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  Pasal  33 

  Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang 

pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-
Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 
penjualan produksi usaha daerah. 

   
Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  

Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 
   

Pasal  34 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume, jenis, 

mutu dan ukuran hasil produksi yang dijual. 
   

Pasal  35 

  (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya 
tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah 

dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan yang layak. 
  

(2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa 
penjualan produksi usaha daerah tersebut dilakukan secara 
efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

   
Pasal  36 

  Besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini. 

   
Bagian Ketiga  

Tata cara pemotongan pohon ayoman ditepi jalan 

   
Pasal  37 

  Tata cara pemotongan pohon ayoman ditepi jalan diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

   
 

BAB  VIII 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 
   

Bagian Kesatu 
Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 

   
Pasal  38 

  Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir, dipungut 

retribusi atas pemberian pelayanan Tempat Khusus Parkir . 
   

Pasal  39 

  (1) Obyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan 

tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau 
dikelola oleh Pemerintah Kabupaten. 
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(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimasud 

pada ayat (1) dalah pelayanan tempat parkir yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

   
Pasal  40 

  (1) Subyek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang 
pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati fasilitas 
Tempat Khusus Parkir. 

  
(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi 

atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan 
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

Retribusi Tempat Khusus Parkir 
 
  Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  41 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan 
dan frekuensi penggunaan tempat khusus parkir. 

   

Pasal  42 

  (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan 

besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya 
penyelenggaraan pelayanan tempat khusus parkir dengan 

mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek  
keadilan dan efektivitas pengendalian. 

  
(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasi dan pemeliharaan. 
   

Bagian Ketiga 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  43 

  Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini. 
   

 
BAB IX 

RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN 
   

Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
   

Pasal  44 

  Dengan nama Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, 

dipungut retribusi atas fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, 
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten . 
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  Pasal 45 

  (1) Obyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah 

pemberian fasilitas pertokoan yang dikontrakkan, 
disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten. 

  
(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimasud 

pada ayat (1) adalah pemberian fasilitas pertokoan yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, 
Pemerintah Provinsi, BUMN, BUMD,dan pihak swasta. 

   

Pasal  46 

  (1) Subyek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah 

orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati 
fasilitas Pertokoan. 

  
(2) Wajib Retribusi Pertokoan adalah orang pribadi atau Badan 

yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi 
Pertokoan 

 
  Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  
Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 

   

Pasal  47 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis 

dan jangka waktu. 
   

Pasal  48 

  (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan 
besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya 

penyelenggaraan fasilitas pertokoan dengan 
mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek  

keadilan dan efektivitas pengendalian. 
  

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 

operasional, pemeliharaan dan belanja modal. 
   

Bagian Ketiga 

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 
   

Pasal  49 

  Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini. 
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  BAB  X 
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 

   
Bagian Kesatu 

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi 
   

Pasal  50 

  Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/ 
Villa, dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat 

Penginapan/Pesanggrahan/Villa disediakan/diselenggarakan 
oleh Pemerintah Kabupaten. 

   
Pasal  51 

  (1) Obyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 
adalah penyediaan fasilitas tempat Penginapan/ 
Pesanggrahan/Villa disediakan/diselenggarakan oleh 

Pemerintah Kabupaten. 
  

(2) Dikecualikan dari obyek Retribusi sebagaimana dimasud 

pada ayat (1) adalah penyediaan fasilitas tempat 
Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa yang disediakan, dimiliki, 

dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, 
BUMN, BUMD, dan pihak swasta. 

   

Pasal  52 

  (1) Subyek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ 
menikmati fasilitas Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa. 

  
(2) Wajib Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan 
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk 

melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau 
pemotong Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ 

Villa. 
   

Bagian Kedua 
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran  

Dalam Penetapan Struktur Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  53 

  Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan lokasi, jenis dan 
jangka waktu. 

   
Pasal  54 

  (1) Prinsip dan Sasaran dalam menetapkan struktur dan 

besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya 
penyelenggaraan fasilitas Tempat 

Penginapan/Pesanggrahan/Villa dengan mempertimbangkan 
kemampuan masyarakat, aspek  keadilan dan efektivitas 

pengendalian. 
  

(2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya 
operasional, pemeliharaan dan belanja modal. 



 

 
-18- 

  Bagian Ketiga 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

   
Pasal  55 

  Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini. 

   
 

BAB  XI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 
   

Pasal  56 

  Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Kabupaten Ponorogo. 

   
 

BAB XII 

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI 
 

  Pasal  57 

  Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif retribusi dengan tingkat penggunaan jasa. 
 
 

  BAB  XIII 
SAAT RETRIBUSI TERUTANG 

   
Pasal  58 

  (1) Retribusi yang terutang dalam masa retribusi terjadi sejak 
diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

  (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu 
langganan. 

   
 

BAB  XIV 
TATA CARA PEMUNGUTAN 

   

Pasal  59 

  (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
  

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan 

pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 
   

 

BAB  XV 
SANKSI ADMINISTRATIF 

   
Pasal  60 

  Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada 
waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap 

bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar 
dan ditagih dengan menggunakan STRD. 
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  BAB  XVI 
TATA CARA PEMBAYARAN 

   
Pasal  61 

  (1) Pembayaran Retribusi terutang harus dilunasi sekaligus. 
  

(2) Retribusi terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga 

puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain 
yang dipersamakan. 

  
(3) Retribusi dibayarkan pada instansi atau pejabat berwenang 

yang ditunjuk berdasarkan Peraturan Bupati. 
  

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran 

retribusi termasuk penentuan pembayaran, tempat 
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran diatur 

dengan Peraturan Bupati. 
 
 

  BAB  XVII 
PENAGIHAN 

   
Pasal  62 

  (1) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan 
didahului dengan Surat Teguran. 

  
(2) Pengeluaran Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang 

sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan 
Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak 

jatuh tempo pembayaran. 
  

(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 

Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi 
harus melunasi Retribusinya yang terutang. 

  
(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) retribusi yang terutang belum dilunasi, maka ditagih 
dengan menerbitkan STRD. 

  
(5) Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis dan STRD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diterbitkan 

oleh Pejabat yang ditunjuk. 
  

(6) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/ 
peringatan/surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan 

Bupati. 
   

 
BAB  XVIII 

PEMANFAATAN 
   

Pasal  63 

  (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi 
diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan 

langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang 
bersangkutan. 

  
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan 

retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan 
dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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  BAB  XIX 
KEBERATAN 

   
Pasal  64 

  (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya 
kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau 

dokumen lain yang dipersamakan. 
  

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas. 

  
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 

(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika 

Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka 
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 

kekuasaannya. 
  

(4) Keadaan di luar kekuasannya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak 

atau kekuasaan Wajib Retribusi. 
  

(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar 

Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi. 
 

  Pasal  65 

  (1) Atas kewenangan yang dimiliki, Bupati dapat memberikan 
keringanan, pengurangan, dan pembebasan dalam hal-hal 

tertentu atas pokok Retribusi dan/atau sanksinya. 
  

(2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan sebagaimana 

dimaksud ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan 
Wajib Retribusi. 

  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Wajib Retribusi yang dapat 

mengajukan keringanan, pengurangan, dan pembebasan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
   

Pasal  66 

  (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak 

tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan 
keputusan atas keberatan yang diajukan dengan 
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. 

  
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, 

bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh 
Bupati. 

  
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 

seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya Retribusi yang terutang. 

  
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 

keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 
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  Pasal  67 

  (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau 

seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan 
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) 

sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 
  

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 
diterbitkannya SKRDLB. 

   

 
BAB  XX 

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN 
   

Pasal  68 

  (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat 
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. 

  
(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, 

sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus memberikan keputusan. 

  
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 
keputusan, permohonan pengembalian pembayaran 

Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus 
diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. 

  
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi 
terlebih dahulu utang Retribusi  tersebut. 

  
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. 

  
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas 
keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi. 

  
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian 

kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

   
 

BAB  XXI 
KADALUWARSA PENAGIHAN 

   

Pasal  69 

  (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi 

kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun 
terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib 

Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi. 
  

(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana yang 
dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika: 
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a. diterbitkan Surat Teguran; atau 

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maupun tidak langsung.  
  

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak 
tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

  
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi 
dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 
Kabupaten. 

  
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 
penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh 
Wajib Retribusi. 

   
Pasal  70 

  (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena 
hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat 

dihapuskan. 
  

(2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan 

piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan 

Peraturan Bupati. 
   

 
BAB  XXII 

PEMERIKSAAN 

   
Pasal  71 

  (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi. 
  

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib  : 
  memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, 

dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang 
berhubungan dengan obyek Retribusi yang terutang. 

  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan 

Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati. 

   
 

BAB  XXIII 

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI 
   

Pasal  72 

  (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 

sekali. 
  

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 

perkembangan ekonomi. 
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(3) Penetapan tarif Retribusi sebagai peninjauan tarif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan 

Peraturan Bupati.  
   

 
BAB  XXIV 

INSENTIF PEMUNGUTAN 
 

Pasal  73 

  

  (1) SKPD yang melaksanakan pungutan Retribusi Daerah 
diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

  
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui APBD tahun yang bersangkutan. 

  
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan 

pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
   

 
BAB  XXV 

PENYIDIKAN 
 

Pasal  74 

  

  (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai 

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
  

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang diangkat oleh pejabat 
yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
  

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti 
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau 
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

  b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan 
mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak 
pidana Retribusi Daerah; 

  c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
Retribusi Daerah; 

  d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang 

Retribusi Daerah; 
  e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan 

bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen 

lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti 
tersebut; 
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  f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi 

Daerah; 
  g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat pada saat 
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa; 
  h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana Retribusi Daerah; 

  i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersangka atau saksi; 

  j. menghentikan penyidikan; dan/atau 
  k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

  
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

   

 
BAB  XXVI 

KETENTUAN PIDANA 
 

Pasal  75 

  (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 
sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda 
paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang 

tidak atau kurang dibayar. 
  

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah 

pelanggaran. 
  

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 
penerimaan negara. 

   
 

BAB  XXVII 
KETENTUAN PERALIHAN 

   
Pasal  76 

  Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih 

terutang berdasarkan Peraturan Daerah yang telah ada, masih 
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 

sejak saat terutang. 
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  BAB  XXVIII 
KETENTUAN PENUTUP 

   
Pasal  77 

  Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: 
  

a. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 21 Tahun 

1967 tentang Pemungutan Retribusi Atas Penggalian Batu 
Gamping di Dalam Kecamatan sampung Kabupaten 
Ponorogo (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur 

Tahun 1969  Seri C Nomor 75/C); 
  

b. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2000 

tentang  Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2000  Seri B Nomor 1/B) sebagaimana telah 

diubah dengan  Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo 
Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ponorogo Tahun 2002  Seri B Nomor 7/B); 

  
c. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 8 Tahun 2000 

tentang  Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000  Seri B 
Nomor 4/B); 

  
d. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2000 

tentang  Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, Seni dan 
Budaya (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000  

Seri B Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah dengan  
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2004 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2004  Seri B 
Nomor 2/B); 

  
e. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 

2000 tentang  Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000  Seri B Nomor 

6/B); 
  

f. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2001 

tentang  Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2000  Seri B Nomor 2/B) 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Daerah 
Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2001 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2000  Seri Nomor 2/B); 

  
g. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 

2001 tentang  Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001  Seri B 
Nomor 3/B); 

  
h. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 

2001 tentang  Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2002  Serie B 

Nomor 4/B); 
  

i. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2003 

tentang  Izin Usaha Kepariwisataan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2003  Seri C Nomor 4/C); 

  
j. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2003 

tentang  Retribusi Izin Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ponorogo Tahun 2003  Seri B Nomor 1/B); 

  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pasal 78 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 
2012. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. 

Ditetapkan di Ponorogo 

pada tanggal 30 Desember 2011 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 
Tanggal 30 Desember 2011 Nomor 15. 

An. BUPATI PONOROGO 
Pit. SEKRETARIS DAERAH 

TTD. 

H. YUSUF PRIBADI, S.H., M.M.  
Pembina Utama Muda 

0 5 OCT 2020 
	

NIP. 19580216 198303 1 011 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 



PENJELASAN   

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO 

NOMOR     15     TAHUN 2011 

TENTANG 

RETRIBUSI JASA USAHA 
 

 
I. UMUM 

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,  dalam mengatur dan mengurus 
sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, 
Pemerintah Kabupaten diberi kewenangan untuk menyesuaikan 

pendapatannya dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah guna 
mencukupi seluruh pembiayaan/pengeluaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD). Dengan kewenangan yang diberikan/diamanatkan 

oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah tersebut, maka Pemerintah Kabupaten dituntut untuk 

melakukan inovasi dan terobosan dalam Intensifikasi dan Ekstensifikasi 
Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo tentang Retribusi Jasa 
Usaha ini, diharapkan dapat memotivasi peningkatan kinerja, transparansi, 
akuntabilitas, dan memberi kepastian hukum kepada Pemerintah Kabupaten 

dalam melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya 
dari sektor Retribusi Daerah. Di pihak lain, Peraturan Daerah Kabupaten 

Ponorogo tentang Retribusi Jasa Usaha ini dapat memberikan kepastian bagi 
kalangan dunia usaha dan masyarakat umum dalam berinvestasi di 

Kabupaten Ponorogo. Sehingga pada akhirnya tugas Pemerintah Kabupaten 
untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan 
pelayanan kepada masyarakat yang adil dan merata menuju tatanan 

masyarakat dan pemerintahan yang baik (good society and good governance) 
tersebut dapat terwujud. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal   1 

Cukup  jelas 

Pasal   2 

Cukup  jelas 

Pasal   3 

Cukup  jelas 

Pasal   4 

Ayat  (1) 

Pemakaian kekayaan daerah, antara lain, penyewaan tanah 

dan bangunan, laboratorium, ruangan, dan kendaraan 
bermotor. 

Ayat  (2) 

Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah, 

antara lain : pemancangan tiang listrik/telepon atau 
penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan 
umum. 
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Pasal   5 

Cukup  jelas 

Pasal   6 

Cukup  jelas 

Pasal   7 

Cukup  jelas 

Pasal   8 

Cukup  jelas 

Pasal   9 

Cukup  jelas 

Pasal   10 

Cukup  jelas 

Pasal   11 

Cukup  jelas 

Pasal   12 

Cukup  jelas 

Pasal   13 

Cukup  jelas 

Pasal   14 

Cukup  jelas 

Pasal   15 

Cukup  jelas 

Pasal   16 

Cukup  jelas 

Pasal   17 

Cukup  jelas 

Pasal   18 

Cukup  jelas 

Pasal   19 

Cukup  jelas 

Pasal   20 

Cukup  jelas 

Pasal   21 

Cukup  jelas 

Pasal   22 

Cukup  jelas 

Pasal   23 

Cukup  jelas 

Pasal   24 

Cukup  jelas 

Pasal   25 

Cukup  jelas 

Pasal   26 

Cukup  jelas 
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Pasal   27 

Cukup  jelas 

Pasal   28 

Cukup  jelas 

Pasal   29 

Cukup  jelas 

Pasal   30 

Cukup  jelas 

Pasal   31 

Cukup  jelas 

Pasal   32 

Cukup  jelas 

Pasal   33 

Cukup  jelas 

Pasal   34 

Cukup  jelas 

Pasal   35 

Cukup  jelas 

Pasal  36 

Cukup  jelas 

Pasal   37 

Cukup  jelas 

Pasal   38 

Cukup  jelas 

Pasal   39 

Cukup  jelas 

Pasal   40 

Cukup  jelas 

Pasal   41 

Cukup  jelas 

Pasal   42 

Cukup  jelas 

Pasal   43 

Cukup  jelas 

Pasal   44 

Cukup  jelas 

Pasal   45 

Cukup  jelas 

Pasal   46 

Cukup  jelas 

Pasal   47 

Cukup  jelas 

Pasal   48 

Cukup  jelas 
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Pasal   49 

Cukup  jelas 

Pasal   50 

Cukup  jelas 

Pasal   51 

Cukup  jelas 

Pasal   52 

Cukup  jelas 

Pasal   53 

Cukup  jelas 

Pasal   54 

Cukup  jelas 

Pasal   55 

Cukup  jelas 

Pasal   56 

Cukup  jelas 

Pasal   57 

Cukup  jelas 

Pasal   58 

Cukup  jelas 

Pasal   59 

Cukup  jelas 

Pasal   60 

Cukup  jelas 

Pasal   61 

Cukup  jelas 

Pasal   62 

Cukup  jelas 

Pasal   63 

Cukup  jelas 

Pasal   64 

Cukup  jelas 

Pasal   65 

Cukup  jelas 

Pasal  66 

Cukup  jelas 

Pasal   67 

Cukup  jelas 

Pasal   68 

Cukup  jelas 

Pasal   69 

Cukup  jelas 

Pasal   70 

Cukup  jelas 



-5- 
 

Pasal   71 

Cukup  jelas 

Pasal   72 

Ayat  (1) 

Cukup  jelas 

Ayat  (2) 

Cukup  jelas 

Ayat  (3) 

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam 
Peraturan daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan 

layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi 
untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati 

dapat menyesuaikan tarif retribusi. 

Pasal   73 

Ayat  (1) 

Yang dimaksud dengan “SKPD yang melaksanakan pungutan” 
adalah dinas/badan/kantor yang tugas pokok dan fungsinya 

melaksanakan pemungutan retribusi. 

Ayat  (2) 

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan 
yang dilakukan oleh Pemerintah kabupaten dengan alat 
kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 

membidangi masalah keuangan. 

Ayat  (3) 

Cukup  jelas 

Pasal  74 

Cukup  jelas 

Pasal   75 

Cukup  jelas 

Pasal   76 

Cukup  jelas 

Pasal   77 

Cukup  jelas 

Pasal   78 

Cukup  jelas 
 

-------------------------------  oOo  ------------------------------- 
 

 
 



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI 
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH  

I. PEMAKAIAN KENDARAAN/ALAT-ALAT BERAT : 

NO JENIS PERALATAN BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI (Rp.) 

1. Dam Truck 150.00000 per hari 

Bak Kayu Truck 150.000,00 per hari 
. Plat Bet Truck 150.000,00 per hari 
. Trainer 300.000,00_per hari 
. Excavator 450.000,00 p_er hari 
. Wheel Pay Laude 450.000,00 per hari 

. Buldozer 375.000,00 per hari 

. Forklift 250.000,00 per hari 

. Motor Grader 300.00000 per hari 
10. Payload Backhoe Excavator Wheel Loader 300.000,00__p_er hari 

11. Jack Hammer 

a. Besar 150.000,00 per hari 
b. Kecil 75.000,00_per hari 

12. Amrol Truck 150.000,00 per hari 

13. Mesin Gilas 8 - 12 Ton 90.000,00_per hari 

14. Mesin Gilas 6 - 8 Ton 75.000,00 per hari 

15. Mesin Gilas 2,5 - 5 Ton 60.000,00 per hari 
16. . 	_ Mesin Gilas 1 Ton 45.000,00 per hari 
17. Air Com_presor 45.000,00per hari 

18. Stemper 37.50000per hari 

19. Alat Penyedot Tinja/Tangki 75.000,00 per hari 

20. Pemakaian Mobil PMK 

a. untuk bantuan khusus Penjagaan yang 
bersifat komersial kepada swasta 

250.000,00 per jam 

b. bantuan 	penjagaan 	yang 	bersifat 	non 
komersial 	kepada 	swasta 	dan 	instansi 

50.000,00 per jam 

Pemerintah 

c. bantuan pemompaan selama berlangsung- 
nya bantuan penjagaan tersebut pada huruf 
a dan huruf b 

100.000,00 per tangki 
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II. PENGGUNAAN PERALATAN DAN LABORATORIUM UNTUK KEPERLUAN 
PEMBANGUNAN : 

NO JENIS PENGUJIAN VOLUME BESARNYA TARIF  
RETRIBUSI (Rp.) 

I. LABORATORIUM TANAH (CHEOTEHNIK) : 

1.  Kadar Air 1 Contoh 6.000,00 
2.  Berat Jenis Tanah 1 Contoh 11.000,00 
3.  Atterbeng Limit(batas cair) 1 Contoh 10.000,00 
4.  Lignit Limit 1 Contoh 6.500,00 
5.  Plastio Limit 1 Contoh 6.500,00 

6.  Analisa Saringan (slave analisis) 1 Contoh 15.000,00 
7.  Hydrometer Test 1 Contoh 40.000,00 

8.  Consilidation 1 Contoh 55.000,00 
9.  Dereot Shear Test 1 Contoh 45.000,00 
10.  Parmeability 1 Contoh 25.000,00 

11.  Compaction Test 1 Contoh 37.000,00 
12.  Laboratory CBR 1 Contoh 25.000,00 

13.  Berat Isi 1 Contoh 5.000,00 

14.  Pemadatan Standart 1 Contoh 55.000,00 

15.  Pemadatan Modifiet 1 Contoh 55.000,00 

16.  Spedy Moisture Content 1 Contoh 11.000,00 
17.  Bor Tangan Per 8 Meter 1 Meter 16.000,00 

18.  Pengambilan Contoh tanah Asli 1 Meter 12.000,00 

19.  Sumur Uji 1 Meter 4.500,00 

20.  Sondir 2,5 ton (ringan) 1 Titik 200.000,00 

21.  Density Test 1 Titik 6.000,00 

II. LABORATORIUM BAHAN JALAN : 

1.  Analisa Saringan Agregat Kasar 1 Contoh 15.000,00 

2.  Analisa Saringan Agregat Halus 1 Contoh 15.000,00 

3.  Abration Test 1 Contoh 19.000,00 

4.  Berat Jenis dan Penyerapan Agregat 1 Contoh 20.000,00 
Halus 

5.  Berat Jenis 1 Contoh 20.000,00 

6.  Kadar Lumpur dan Lampung 1 Contoh 11.000,00 
7.  Organik Agregat Halus 1 Contoh 6.500,00 

8.  Kadar Air Agregat 1 Contoh 11.000,00 

9.  Kelekatan terhadap Aspal 1 Contoh 12.500,00 

10.  Extrasion Test (Aspal Buton) 1 Contoh 30.000,00 

11.  Pengeboran Lapen, Burtu, Burda. 1 Contoh 5.000,00 

12.  Penetrasi Aspal 1 Contoh 5.000,00 
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13.  Aspal Compaction Test 1 Contoh 15.000,00 

NO JENIS PENGUJIAN VOLUME BESARNYA TARIF  
RETRIBLISI (Rp.) 

14.  Cere Driling Test 1 Contoh 50.000,00 
15.  Marshal Test 1 Contoh 20.000,00 
16.  Analisa Bentuk Agregat 1 Contoh 6.500,00 
17.  Kepadatan Lapangan LPA, LPB, 

DCP 
1 Titik 6.500,00 

18.  Kepadatan Lapangan Badan 1 Titik 6.500,00 
Jalan/DCP 

19.  Kepadatan Lapangan Bahu 1 Titik 6.500,00 
Jalan/DCP 

20.  CBR Laboratorium 1 Contoh 60.000,00 
22. Sand. Lone 1 Titik 20.000,00 

III. LABORATORIUM BETON : 

I. Mix Desigen Beton 1 Contoh 200.000,00 
2.  Kehalusan Semen 1 Contoh 5.000,00 
3.  Analisa Semen 1 Contoh 15.000,00 
4.  Abrasion Test 1 Contoh 19.000,00 
5.  Kuat Tekan Hancur 1 Contoh 10.000,00 
6.  Beton/Kubus Slamp Test 1 Contoh 2.500,00 

III. PEMAKAIAN GEDUNG. 

NO JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF 
RETRIBUSI (Rp.) KET 

1.  Gedung Sasana Praja Lantai Atas 

- Fasilitas A 6.000.000,00 Malam 

5.500.000,00 Siang 
- Fasilitas B 5.000.000,00 Malam 

4.500.000,00 Siang 
- Fasilitas C 4.000.000,00 Malam 

3.750.000,00 Siang 

Gedung Sasana Praja Lantai Bawah 
1.500.000,00 Malam 

1.250.000,00 Siang 
2.  Gedung PKK 500.000,00 Malam 

400.000,00 Siang 
3.  Gedung KORPRI 

-Golongan A 
750.000,00 Malam 

600.000,00 Siang 
-Golongan B 1.000.000,00 Malam 
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850.000,00 Siang 

   

    

    

NO JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF 
RETRIBUSI (Rp.) KET 

-Golongan C 
2.000.000,00 Malam 

1.500.000,00 Siang 
4. Ruang Pertemuan BAPPEDA 550.000 per hari 

5. Panggung Utama Aloon-aloon 

a. pagi (jam 05.00 - 12.00) 1.750.000 per event 

b. siang (jam 13.00 - 18.00) 1.750.000 per event 

c. malam (jam 19.00 - 24.00) 1.750.000 per event 

6. Paseban 

a. pagi (jam 05.00 - 12.00) 750.000 per event 

b. siang (jam 13.00 - 18.00) 750.000 per event 

c. malam (jam 19.00 - 24.00) 750.000 per event 

IV. PEMAKAIAN TANAH : 

NO. URAIAN BESARAN TARIF 
RETRIBUSI (Rp.) 

1. Pemakaian /penggunaan tanah untuk: 

a. Reklame : 

• pemasangan papan/media reklame kurang 
dari 1 (satu) bulan, setiap hari setiap meter 
persegi. 

- wilayah kelurahan 300,00 

- 	luar wilayah kelurahan 250,00 

• pemasangan 	papan/media 	reklame, 	setiap 
bulan setiap meter persegi atau bagiannya 
(satu titik tiang penyangga berikut pondasinya 
dihitung satu meter persegi) . 

- wilayah kelurahan 8.000,00 

- luar wilayah kelurahan 6.000,00 

• pemasangan 	papan/media 	reklame, 	setiap 
tahun setiap meter persegi atau bagiannya 
(satu titik tiang penyangga berikut pondasinya 
dihitung satu meter persegi). 

- wilayah kelurahan 90.000,00 

- luar wilayah kelurahan 70.000,00 

b. jemuran, penimbunan bahan-bahan bangunan, 
hasil 	pertanian 	setiap 	meter 	persegi 	atau 
bagiannya setiap hari 

300,00 

c. Pemakaian 	tanah 	di 	aloon-aloon 	tiap 	meter 
persegi sehari 

1.000,00 
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2. Pemakaian stadion per event per hari. 3.500.000,00 

  

   

NO. U R A I A N BESARAN TARIF 
RETRIBUSI (Rp.) 

3. Pemakaian tanah untuk mendirikan pertokoan 
dan/atau sejenisnya serta kegiatan yang bersifat 
komersial, ditetapkan sebagai berikut : 

a. Pemakaian sampai dengan 10 (sepuluh) m2  tiap 
bulan 

30.000,00 

b. Lebih dari 10 m2  sampai dengan 20 m2, tiap 
bulan 

50.000,00 

c. Lebih dari 20 m2  sampai dengan 30 m2  tiap 
bulan 

75.000,00 

d. Kelebihan dari 30 m2  tiap m2  tiap bulan 7.500,00 
e. Saluran diatas tanah dengan menggunakan tiang 

penyangga sepanjang jalan per tahun atau setiap 
100 meter atau bagiannya 

7.500,00 

f. Bangunan di atas saluran air per meter persegi 
untuk komersial per tahun 

5.000, 00 

g. Kegiatan 	yang 	bersifat 	komersial 	dan/atau 
sejenisnya, per event 

750.000,00 

h. Pemakaian tanah tiap meter persegi sehari 850,00 
4. Pemakaian tanah untuk pemasangan pipa saluran 

air 

a. Saluran diatas atau urut sepanjang jalan dan 
untuk pemasangan pipa saluran yang melintang 
diatas atau urut jembatan dikenakan Retribusi 

1. 0 sampai dengan 4 inci, setahun setiap 100 
meter atau bagiannya ; 

4.000,00 

2. Lebih dari 4 inci sampai dengan 	10 inci 
setahun setiap 100 meter atau bagiannya; 

40.000,00 

3. Lebih dari 10 inci sebesar setiap kelipatan 10 
setahun setiap 100 meter atau bagiannnya. 

50.000,00 

KETERANGAN :  

I. GEDUNG SASANA PRAJA : 

1. Inventaris Gedung : 

a. Fasilitas yang tersedia : 

NO TIPE A 
FASILITAS YANG DIBERIKAN JUMLAH 

1.  Sound Sistem Full 20 mic 

2.  Meja Prasmanan 10 buah 

3.  Meja Bulat 7 buah 

4.  Kursi 250 buah 
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5.  Meja untuk Penerima Tamu 2 buah 
6.  Ruang Transit (VIP) - 

NO TIPE A  
FASILITAS YANG DIBERIKAN JUMLAH 

7. AC - 

8. Lighting - 

9. Genset Automatic (Standby) - 

10. Ruang Pantry 1 Kamar 
11. Toilet Umum 4 Kamar 
12. Toilet Pemain 2 Kamar 
13. Ruang Proyektor - 

NO TIPE B 
FASILITAS YANG DIBERIKAN JUMLAH 

1. Sound Sistem Full 20 mic 
2. Meja Prasmanan 10 buah 
3. Meja Bulat 7 buah 
4. Kursi 250 buah 

5. Meja untuk Penerima Tamu 2 buah 
6. Ruang Transit (VIP) - 

7. AC - 
8. Genset Automatic (Standby) - 

9. Ruang Pantry 1 Kamar 
10. Toilet Umum 4 Kamar 
11. Toilet Pemain. 2 Kamar 
12. Ruang Proyektor - 
13. Panggung Ukuran 12 m x 6 m - 

NO TIPE C 
FASILITAS YANG DIBERIKAN JUMLAH 

1. Sound Sistem Full 3 mic 
2. Meja Prasmanan 5 buah 
3. Meja Bulat 3 buah 
4. Kursi 250 buah 
5. Meja untuk Penerima Tamu 2 buah 
6. Ruang Transit (VIP) - 
7. AC - 
8. Genset Automatic (Standby) - 
9. Ruang Pantry 1 Kamar 
10. Toilet Umum 4 Kamar 
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11.  Toilet Pemain 

Ruang Proyektor 

Panggung Ukuran 12 m x 6 m 

    

2 Kamar 

 

12.  

        

         

13.  

        

          

          

b. Data Gedung : 

NO URAIAN KETERANGAN 
1.  Luas Tanah 5.400 m2  

2.  Luas Bangunan Atas 900 m2  

3.  Luas Bangunan Bawah 1.100 m2  

4.  Luas Taman 600 m2  

5.  Luas Area Parkir 1.900 m2  

6.  Luas Bangunan Lain / Diesel 50 m2  

7.  Listrik 76 KVA 

8.  Diesel 200 KVA 

9.  Kapasitas gedung dengan kursi tanpa 
meja 

1000 orang 

10.  Kapasitas gedung dengan Kursi dan 
meja 

500 orang 

11.  AC Full 

12.  Air Bersih 

13.  Lighting - 

14.  Mixer - 

2. Biaya sewa fasilitas jika di gunakan di luar gedung : 

NO FASILITAS YANG DISEWAKAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI (RP.) 

1.  Meja Prasmanan 20.000,00 per buah 

2.  Meja Bulat 15.000,00 per buah 

3.  Kursi 3.000,00 per buah 

4.  Taplak 5.000,00 per buah 

3. Fungsi Gedung di lihat dari Persfektif Hiburan : 
a. Musik Elekton ke Tipe C 
b. Musik Lengkap ke Tipe A/B 

4. Syarat Pembayaran Sewa Gedung : 

Uang Muka (DFA 

Pelunasan 

Pembatalan 

Rp. 500.000,00 

1 Minggu sebelum hari H 

1. 2 minggu sebelum hari pelakanaan pembayaran 
10 % dari Persewaan 

2. 1 minggu sebelum hari pelakanaan pembayaran 
20 % dari Persewaan 

3. 3 hari sebelum hari pelakanaan pembayaran 100 
% dari Persewaan 

  

II. GEDUNG KOPRI : 



CATUR 
NIP. 19 707 199303 1 008 
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1. Penggolongan Berdasarkan Fungsi dan Kepentingan : 

1. Golongan A : Penyewa atas nama Instansi Pemerintah untuk 
kepentingan dinas 

2. Golongan B : Penyewa atas nama Instanasi Swasta atau 
Perorangan 

3. Golongan C : Penyewa untuk kepentingan Resepsi Pernikahan 

2. Fasilitas yang disewakan : 

FASILITAS YANG DISEWAKAN BESARAN TARIF RETRIBUSI (RP.) 

1. LCD 

2. Proyektor 

200.000,00 per unit 

200.000,00 per unit 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL 

NO JENIS PELAYANAN JENIS KENDARAAN/ 
UKURAN FASILITAS 

BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI (Rp.) 

1. Penyediaan Penggunaan 
Tempat Parkir Kendaraan 
Untuk Menaikkan dan 
Menurunkan Penumpang 

a. Angkutan Pedesaan MPU/ 
Mikrolet (Angkutan Kota) 

b. Bus Kecil/Sedang 

200,00 per sekali masuk 

300,00 per sekali masuk 

1.500,00 per sekali masuk c. Bus Besar 

d. Bus Cepat (Patas) 1.500,00 per sekali masuk 
2. Penyediaan Penggunaan 

Tempat Parkir Kendaraan 
selarna menunggu 
Pemberangkatan 

a. Bus Besar 1.500,00 per sekali masuk 

5.000,00 per hari  b. Bermalam 

3. Penyediaan fasilitas Masuk 
Tunggu Penumpang 

Orang Masuk Terminal 200,00 per sekali masuk 

4. Sarana Kebersihan Umum a. Kamar Mandi atau WC 1.000,00 per sekali masuk 

b. Peturasan 500,00 per sekali masuk 
5. Penyediaan fasilitas bengkel 

dilingkungan Terminal (Cuci 
Kendaraan) 

Cuci Mobil 4.000,00 per kendaraan 
(tidak termasuk tenaga) 

6. Penyediaan Fasilitas masuk 
Terminal (Pengantar 
Penjemput) 

a. Sepeda ......_. 	 
b. Kendaraaan Roda Dua 

300,00 per sekali masuk 

500,00 per sekali masuk 
c. Kendaraan Roda Empat 1.000,00 per sekali masuk 

7. Penyediaan Penggunaan 
Bongkar Muat Mobil Barang 

a. Pic Up dan/atau 
Sejenisnya 

b. Truck 

c. Truck dengan Gandengan/ 
Tempelan 

d. Bermalam 

1.000,00 per sekali masuk 

1.500,00 per sekali masuk 

2.500,00/sekali masuk 

3.000,00 per hari 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan asliny 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 'TIYAWAN S.H. 
NIP. 19 	v07 199303 1 008 0 



CATUR 
NIP. 1 

AN S.H. 
07 199303 1 008 

LAMPIRAN III 
	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN 

NO JENIS PENERIMAAN DAERAH BESARAN TARIF RETRIBUSI (Rp.) 
VOLUME SATURN BIAYA (RP) 

1. Sewa rumah potong : 

a. Sapi, Kerbau, kuda 1 Ekor 5.000,00 
b. Kambing/Domba 1 Ekor 1.000,00 
c. Babi 1 Ekor 3.000,00 

2. Sewa Kandang : 
---- 	------- 
a. Sapi, Kerbau, kuda 1 Ekor 2.000,00 per 24 jam 
b. Kambing/Domba 1 Ekor 2.000,00 per 24 jam 
c. Babi 1 Ekor 2.000,00 per 24 jam 

3. Pemeriksaan 	Hewan 	Ternak 	sebelum 
dipotong : 

a. Sapi, Kerbau, kuda 
----------- -- 	------ 	- 

- Jantan 1 Ekor 7.500,00 
- Betina 1 Ekor 15.000,00 

b. Kambing/Domba 1 Ekor 5.000,00 
c. Babi 1 Ekor 3.000,00 

4. Pemeriksaan daging : 

a. Sapi, Kerbau, kuda 1 Ekor 5.000,00 
b. Kambing/Domba 1 Ekor 1.000,00 
c. Babi 1 Ekor 2.000,00 

5. Pemeriksaan kesehatan ternak sebelum 
dan sesudah dipotong untuk keperluan 
hajat. 

a. Sapi/Kerbau 1 Ekor 10.500,00 
b. Kambing/Domba 1 Ekor 5.000,00 

6. Pemeriksaan 	ternak betina yang tidak 
produktif (cap S) : 

a. Sapi/Kerbau 1 Ekor 7.500,00 
b. Kambing/Domba 1 Ekor 5.000,00 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 



LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA 

NO JENIS TEMPAT REKREASI 
DAN OLAHRAGA GOLONGAN TARIF 

BESARNYA  
TARIF 

RETRIBUSI (Rp.) 
KET. 

1.  Tempat Seni 
dan Budaya 

Padepokan Reog 
Panggung Seni 

750.000,00 Siang/ 
Malan). 

2.  Tempat 
Rekreasi 

a. Pengunjung Anak-anak 2.000,00 

Dewasa 4.000,00 Telaga 
Ngebel b. Kendaraan 1. Sepeda 1.000,00 

2. Sepeda motor 1.500,00 

3. Roda Empat atau 
lebih 

2.500,00 

c. Flying Fox 1. Anak-anak 3.000,00 

2. Dewasa 5.000,00 

3.000,00 d. Perahu Wisata 1. Anak-anak 

2. Dewasa 5.000,00 
3. Tempat 

Rekreasi 
a. Masuk 1. Anak-anak 2.000,00 

Ngembag 
b. Kolam Renang 

2. Dewasa 

Rata-rata 

3.000,00 

3.000,00 

3.000,00 c. Flying Fox 1. Anak-anak 

d. Jembatan Tali 

2. Dewasa 

Anak-anak 

5.000,00 

1.000,00 

e. Jaring Laba-laba Rata-rata 3.000,00 
4. Tempat 

Olahraga 
a. Lapangan Tenis 

Terbuka 
1 (satu) kali main 
sesuai jadwal 

40.000,00 
per Club 
per Lapangan 
per bulan 

Pagi/ 
Siang 

50.000,00 
per Club 
per Lapangan 
per bulan 

Malam 

b. Lapangan Tenis 
Tertutup 

1 (satu) kali main 
sesuai jadwal 

50.000,00 
per Club 
per Lapangan 
per Bulan 

Pagi 

150.000,00 
per Club 
per Lapangan 
per bulan 

Malam 

c. Lapangan Tenis 
di kawasan Telaga 

1. 	Senin s/d juin-at. 20.000,00 
per jam 

Pagi/ 
siang 

Ngebel 
2. Sabtu, Minggu 

dan hari libur 

3. Senin s/d jum-at 

30.000,00 
per jam 

40.000,00 
per jam 

malam 
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NO JENIS TEMPAT REKREASI 
DAN OLAHRAGA GOLONGAN TARIF 

BESARNYA 
TARIF 

RETRIBUSI (Rp.) 
KET. 

4. 	Sabtu, Minggu 
dan hari libur 

50.000,00 
per jam 

d. Lapangan Bulu 1 (satu) Kali Main 85.000,00 Siang/ 
Tangkis Tertutup sesuai Jadwal per Club 

per Lapangan 
per bulan 

Malam 

e. Gedung 
Gelanggang 

1. Club 25.000,00 per 
jam 

Siang 

Remaja 
Singodimejo 

5. Bendungan / a. Pengunjung 1. 	Dewasa 3.000,00 
Air Terjun/ 

2.000,00 Wana Wisata 

b. Kendaraan 

2. 	Anak-anak (diba- 
wah 12 tahun) 

1. Sepeda 1.000,00 

2. Sepeda 	Motor 1.500,00 

3. Roda 	Empat/ 
lebih 

2.500,00 

6. Pertunjukan a. Festival Reog Pembukaan/ Sekali/ 
olahraga, 
Seni dan 
Budaya 

(Grebeg Suro) Penutupan : 

1. Harlan 

Masuk 

5.00000 

2. VIP 5.000,00 

3. Non VIP 3.000,00 
b. Festival Reog 1. VIP 5.000,00 Sek ali/ 

(Hari Jadi Masuk 
Kabupaten 
Ponorogo) 2. Non VIP 3.000,00 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR • TIYA 	S.H. 
NIP. 196' 1'07 199303 1 008 



LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH 

NO
. 

JENIS PRODUKSI 
	 USAHA DAERAH 

UKURAN/KUALITAS/ 
DIAMETER HARGA (Rp.) 

I. 	PERIKANAN : 

I. Lele 1 cm 15,00 per ekor 

2 cm 30,00 per ekor 

3 cm 45,00 per ekor 

4 cm 60,00 per ekor 

------ 5 cm 75,00 per ekor 

6 cm 95,00 per ekor 

7 cm 115,00 per ekor 

8 cm 135,00 per ekor 

9 cm 150,00 per ekor 
2.  Nila 1-3 cm 30,00 per ekor 

3-5 cm 50,00 per ekor 

5-7 cm 90,00 per ekor 

— _ 7-9 cm 125,00 per ekor 

9-12 cm 150,00 per ekor 
3.  Gurami 1-2 cm 200,00 per ekor 

2-3 cm 350,00 per ekor 

3-4 cm 500,00 per ekor 

4-5 cm 

Silet 

600,00 per ekor 

700,00 per ekor 

Korek 850,00 per ekor 

Rokok 1200,00 per ekor 
II. 	TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA : 

1.  Benih Padi Benih 5.500,00 - 6.000,00 per Kg 
2.  Bibit Lombok 14-20 cm 200,00 per batang 
3.  Bibit Mangga 60-100 cm 5.500,00 per batang 
4.  Bibit Jeruk 40-60 cm 5.000,00 per batang 

III. TANAMAN PERKEBUNAN : 

1.  Bibit Cengkeh 50 - 80 cm 7.500,00 per batang 
2.  Bibit Kelapa 4 - 6 Daun 5.000,00 per batang 
3.  Bibit Kakao 40 - 60 cm 3.000,00 per batang 
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NO. 
JENIS PRODUKSI 
	 USAHA DAERAH 

UKURAN/KUALITAS/ 
DIAMETER HARGA (Rp.) 

4.  Bibit Kopi 40 - 60 cm 3.000,00 per batang 
5.  Bibit Jambu Mente 30 - 50 cm 1.500,00 per batang 

IV. KEHUTANAN : 

1.  Bibit Jati 30 - 50 cm 700,00 per batang 
2.  Bibit Jabon 30 - 50 cm 800,00 per batang 
3.  Bibit Sengon 30 - 50 cm 500,00 per batang 
V. PEMOTONGAN POHON AYOMAN DITEPI JALAN : 
1.  Pohon jati > 30 cm 12.000.000,00 per m3  

20 cm - 29 cm 8.000.000,00 per m3  
13 cm - 19 cm 4.000.000,00 per m3  

2.  Pohon Mewah > 30 cm ----- 
20 cm - 29 cm 

13 cm - 19 cm 

8.000.000,00 per m3  

6.000.000,00 per m3  

3.000.000,00 per m3  
3.  Pohon Rimba > 30 cm 6.000.000,00 per m3  

20 cm - 29 cm 4.000.000,00 per m3  
13 cm - 19 cm 2.000.000,00 per m3  

KETERANGAN : 

Yang termasuk ke dalam katagori : 

+ Pohon Mewah : Sono Keling dan mahoni. 

❖ Pohon Rimba : Sengon, Pinus, Alba, Durian, Swien, Johar, Akasia, Nangka, 
Sawo Kecik, Trembesi, Mangga, Glodokan serta Pohon 
Lindung dan sejenisnya. 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

• 
CATUR RTIYAWAN S.H. 

NIP. 1• .40'07 199303 1 008 



NO 
	

JENIS PENERIMAAN DAERAH 

1. 
parkir, untuk sekali parkir maksimal 1 X 24 
Pelataran/lingkunganitaman parkir/gedung 

jam. 

a. Sepeda 

b. Sepeda motor 

c. Sedan, jeep, mini bus, pick up dan 
kendaraan yang sejenis 

d. bus, truk dan kendaraan besar lainnya 
yang sejenis 

BESARAN TARIF 
RETRIBUSI (Rp.) 

500,00 per kendaraan 

1.000,00 per kendaraan 

2.000,00 per kendaraan 

3.000,00 per kendaraan 

07 199303 1 008 

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 



LAMPIRAN VII 
	

PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PERTOKOAN 

NO KLASIFIKASI PERTOKOAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI (Rp.) 

1.  Golongan A (jalan Soekarno Hatta) 300.000,00 per meter2  
per tahun 

2.  Golongan B (jalan Trunojoyo, jalan Ir. Juanda, 
jalan Letjend. Soeprapto, Terminal Seloaji) 

200.000,00 per meter2  
per tahun 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEK " ETARIAT i RAH 

CATUR 
NIP. 19 

TIYAWAN S.H. 
7 199303 1 008 



2. 

75.000,00 per hari 

100.000,00 per hari 

125.000, per hari 

VILLA 

a. Kelas I 

b. VIP 

c. Eksekutif 

BESARAN TARIF RETRIBUSI 
(RP.)  

35.000, 00 per hari per kamar 

45.000,00 per hari per kamar 

55.000,00 per hari per kamar 

NO JENIS TEMPAT PENGINAPAN/ 
PESANGGRAHAN/ VILLA 

1. PENGINAPAN 

a. Kelas I 

b. VIP 

c. Eksekutif 

LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR 
NIP. 19 

RTIYAWAN S.H. 
07 199303 1 008 



NO. 	 JENIS PELAYANAN 

Pendaftaran uji 

Pengujian kendaraan bermotor 

Pengadaan/pembuatan buku uji Baru atau 
penggantian/ pembaharuan buku uji karena rusak 

4. Pengecatan tanda samping 

daerah 
Rekomendasi mutasi dan/atau numpang uji keluar 

Pendaftaran Uji Berkala yang terlambat 

Pendaftaran bagi kendaraan yang akan diuji tetapi 
tidak datang tepat pada waktu yang telah ditentukan 
tanpa alasan yang sah 

Kendaraan yang habis masa ujinya dan tidak 
melaksanakan uji berkala tepat waktu, dikenakan 
tambahan biaya uji 

Penggantian buku uji yang hilang 

BESARNYA 
TARIF 

RETRIBUSI (Rp.)  

3.000,00 

15.000,00 

12.000,00 

3.000,00 

20.000,00 

1.500,00 

3.000,00 

10.000,00 

25.000,00 

1.  

2.  

7.  

8.  

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
PONOROGO 

NOMOR : 15 TAHUN 2011 

TANGGAL : 30 DESEMBER 2011 

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF 
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR 

BUPATI PONOROGO 

TTD. 

H. AMIN, S.H. 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH 

CATUR H 
NIP. 196 

TIYAWAN S.H 
7 199303 1 008 
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